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PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Masamba  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ========, 07 September 1987, agama

Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP,

tempat  kediaman  di  Dusun  ========  Lr.  14,  Desa

========,  Kecamatan Sukamaju,  Kabupaten Luwu Utara,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ========, 15 Mei 1985, agama Protestan,

pekerjaan Wirausaha Bengkel  Las,  pendidikan SD, tempat

kediaman  di  Dusun  ========  Lr.  11,  Desa  ========,

Kecamatan  Sukamaju  Selatan,  Kabupaten  Luwu  Utara,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya  tertanggal  20

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor

48/Pdt.G/2022/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu

Utara,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  0252/043/IX/2016  pada

tanggal 27 September 2016;    
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  layaknya

suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah

kediaman  orangtua  Tergugat  di  Desa  ========,  Kecamatan  Sukamaju

Selatan, Kabupaten Luwu Utara;  

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

orang anak yang bernama  ANAK, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut

diasuh oleh Penggugat;  

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan  harmonis,  namun  pada  bulan  Juli  tahun  2021  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai  goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan: 

4.1.Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

4.2.Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

4.3.Tergugat beralih agama dari semula agama Islam pindah ke agama

Kristen;  

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  terjadi

dibulan  yang  sama  yaitu  pada  bulan  Juli  tahun  2021  dan  akibat  dari

perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi  pisah tempat tinggal  dimana

Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat yang

mana dalam pisah rumah tersebut  saat  ini  Penggugat  bertempat tinggal  di

Desa ======== dan Tergugat tinggal di ========;  

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat

tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali

rukun  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  jalan  sehingga  Penggugat

memutuskan jalan terbaik adalah cerai;  

 Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  memohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya

berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  
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3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;  

 SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Jurusita  Pengadilan  Agama  Masamba  yang  relaas  panggilannya  Nomor

48/Pdt.G/2022/PA.Msb tertanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022

yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  perkara  ini  diperiksa  tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan

mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban

dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  (Penggugat),  NIK.

7322064709870004 tanggal 01 November 2021 yang aslinya dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Luwu

Utara,  Bukti  surat  tersebut  bermeterai  cukup,  telah  diperiksa  dan
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan Sukamaju,  Kabupaten Luwu Utara,  Nomor  0252/043/IX/2016

Tanggal 27 September 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi 

1. Saksi I,  SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa ========,

Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami

istri; 

- Bahwa  awalnya  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah

kediaman  orangtua  Tergugat  di  Desa  ========,  Kecamatan  Sukamaju

Selatan, Kabupaten Luwu Utara; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan

Juli tahun 2021; 

- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  melihat  ataupun  mendengar  langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa  Penyebab  ketidakharmonisan  disebabkan  oleh  Tergugat

mengkonsumsi minuman keras, dan Tergugat saat ini telah beralih agama

dari semula agama Islam pindah ke agama Kristen; 

- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan pengakuan

Tergugat terkait pindah agama tersebut; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sehingga tidak harmonis; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah pisah

selama 6 bulan; 

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin

komunikasi dengan baik; 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan  perdamaian,

namun tidak berhasil; 

2. Saksi  II, SAKSI  II,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Urusan  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  ========,

Desa ========,  Kecamatan Sukamaju,  Kabupaten Luwu Utara,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami

istri; 

- Bahwa  awalnya  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah

kediaman  orangtua  Tergugat  di  Desa  ========,  Kecamatan  Sukamaju

Selatan, Kabupaten Luwu Utara; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan

Juli tahun 2021; 

- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  melihat  ataupun  mendengar  langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan oleh Tergugat yang saat

ini telah beralih agama dari semula agama Islam pindah ke agama Kristen; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  hal  tersebut  dari  keterangan  Penggugat  dan

pengakuan Tergugat; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sehingga tidak harmonis; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah pisah

selama 6 bulan; 

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin

komunikasi dengan baik; 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan  perdamaian,

namun tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada

pokoknya  menyatakan  tidak  mengajukan  suatu  keterangan  apapun  lagi  dan

memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  dalam bidang  perkawinan,  di

mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan

Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat

tinggal di Kabupaten Luwu Utara, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Masamba, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal  73 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor
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50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  adalah  kewenangan  relatif  Pengadilan

Agama Masamba untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang,  bahwa karena Tergugat  tidak pernah hadir  di  muka sidang,

maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud

Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu

putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan  dan hal  tersebut  juga sesuai  kaidah dalam

Kitab  Al Anwar Li A'mali Al Abrar   Juz III  halaman  511 yang berbunyi sebagai

berikut:

إنْ إحْضَارُهُ تعَذَرَّ وإَ إتوَاَرَيهْإ ا مَاعُ جَازَ وتَعَزَّزإهإ ل علَيَهْإ واَلحُكمُْ واَلبيَنّةَإ الدعَوْىَ سإ

Artinya:  “Apabila  tergugat  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka  Hakim  boleh  mendengar  gugatan  Penggugat  memeriksa  bukti-

bukti, serta memutus  perkara tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan

perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil  gugatan Penggugat,

akan  tetapi  untuk  mengetahui  bentuk,  sifat,  serta  kualitas  materil  perselisihan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal

mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan

cerai  (agreement  to  divorce)  yang  tidak  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku  karena  bertentangan  dengan  ketertiban  umum (public

order).
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

dapat  didengar  jawaban  dan/atau  bantahannya,  sehingga  dalam  proses

selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dali  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang

saksi.

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup sesuai Pasal 5 Undang-

undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai, dan  cocok  dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara

Penggugat (PENGGUGAT)  dan Tergugat  (TERGUGAT)  yang dilangsungkan

pada tanggal 24 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  selain  alat  bukti  berupa  bukti  surat  tersebut,

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI

I dan SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg vide Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1

sampai  dengan  angka  6 adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang  harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti.

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg, vide Undang-Undang No 7 tahun 1989;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1

sampai  dengan  angka  6 adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang  harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti.

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah

disumpah sesuai  dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama

dan  saksi  kedua  adalah  orang  dekat  Penggugat  dan  Tergugat,  hal  mana

merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud

Pasal  76  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah

pertama menjadi  Undang-undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua

menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo.

Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis

Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga

dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  di  persidangan  saling

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan

Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan,

serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah

tempat tinggal sejak  bulan Juli 2021 setelah  Tergugat menyatakan telah masuk

Agama Kristen dan akan dibaptis di gereja.

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  ke  rumah  kediaman

Penggugat (rumah orang tua Penggugat)  untuk menjemput Penggugat kembali

untuk tinggal  bersama kembali,  dan atau menyatakan telah kembali  ke Agama
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Islam,  sehingga sampai  saat itu  sudah tidak terjalin  lagi  komunikasi  yang baik

antara Penggugat dan Tergugat serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan;

Menimbang,  bahwa pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  kembali

Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan

rumah tangganya  dan  bersabar  dan  kembali  kepada  suaminya,  namun upaya

tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi

2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang 

sah sejak tanggal 24 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu 

Utara;

2. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

selayaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua  Tergugat  di

======== dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi

pertengkaran sejak bulan April 2016 yang disebabkan:

3.1.Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;  

3.2.Tergugat beralih agama dari semula agama Islam pindah ke agama

Kristen

4. Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang

menemui  dan  Penggugat  untuk  menjemput  Penggugat  dan  kembali  hidup

bersama dan atau menyatakan telah kembali ke Agama Islam;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, tidak lagi terjalin komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun

bathin;

7. Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, menasehati  Tergugat  untuk  kembali  ke  Agama Islam, akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah

pada tanggal  24 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun (ba’da dukhul);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi karena  Tergugat

telah murtad dari Agama Islam, dan pindah ke Agama Kristen;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak  ingin dalam ikatan  pernikahannya dengan

Tergugat yang telah murtad dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah pisah

selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar’i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan rumah menikah dan membangun rumah tangga

adalah untuk mendapatkan ketenangan dan terwujudnya rasa saling cinta dan

kasih  sayang  diantara  suami  istri,  namun  hal  ini  tidak  lagi  terwujud  dalam

rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Al-

Quran surah Ar-Rum ayat 21

إليَهَََْا وجََعَََلَ بيَنْكَمُْ مّودَةًّ كمُْ ازَْواَجًا لتّسَْكنُوُآْ ا إهٖٓ انَْ خَلقََ لكَمُْ مّنْ انَفُْسإ ٖومَإنْ ايٰتٰ
إكَ لَيٰتٍٰ لقّوَمٍْ يتّفَكَرُّونَْ  إنّ فإيْ ذلٰ  ٢١ٖ               ورَّحْمَةًا

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk

kalian istri-istri  dari  jenis  kalian sendiri)  supaya kalian merasa betah

dengannya  (dan  dijadikan-Nya  di  antara  kamu  sekalian)  semuanya

(rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang

telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Menimbang,  bahwa  Allah  melarang  seorang  muslim  atau  muslimah

menikah atau terikat pernikahan dengan orang kafir, hal sebagaimana termaktub

dalam Al-Qur’an surah Al-Mumtahanah ayat 10:

إهإنّ إيمَْان إا نوُهُْنّٖ الَلهُّٰ اعَلْمَُ ب إذاَ جاَٖءَكمُُ المُْؤمْإنتُٰ مُهجٰإرٰتٍ فاَمْتحَإ ٖ يآٰيَهّاَ الذّإينَْ امَٰنوُآْ ا
إلىَ الكْفُّارإٖ لَ هنُّ حإلّ لهّمُْ ولََ همُْ يحَإلوّنَْ إمْتمُُوهْنُّ مُؤمْإنتٍٰ فلََ ترَْجإعوُهْنُّ ا إنْ علَ فاَ
إذاَ اتٰيَتْمََُُوهْنُّ اجََُُورَْهُنّٖ إحََُوهْنُّ ا لهَنُّٖ واَتٰوُهْمُْ مّا انَفَْقوُاْٖ ولََ جُناَحَ علَيَكْمُْ انَْ تنَكْ

إكمُْ حُكمُْ اللهّٰإ إ الكْوَاَفإرإ وسََْلٔوُاْ مَا انَفَْقتْمُْ ولَيْسََْلٔوُاْ مَا انَفَْقوُاْٖ ذلٰ إعإصَم كوُاْ ب ولََ تمُْسإ
إيمٌْ حَكإيمٌْ  ُمََْٖ واَللهُّٰ علَ  ١٠ٖٖيحَْكمُُ بيَنْكَ
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Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  perempuan-perempuan

mukmin  datang  berhijrah  kepadamu,  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka.

Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan)

mereka bahwa mereka (benar-benar  sebagai)  perempuan-perempuan mukmin,

janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir  (suami mereka).

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal

pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka

berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar

kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan

perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang

kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah

mereka  (orang-orang  kafir)  meminta  kembali  mahar  yang  telah  mereka  bayar

(kepada  mantan  istrinya  yang  telah  beriman).  Demikianlah  hukum Allah  yang

ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Menimbang, bahwa  Tergugat telah  murtad dan pindah agama keluar dari

Agama Islam sehingga Penggugat  tidak  sanggup  dan tidak  ingin  lagi  menjalin

hubungan suami istri  dengan Tergugat yang murtad oleh karena itu pernikahan

mereka wajib dipisahkan dan perpisahan tersebut dianggap fasakh sebagaimana

pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 :

إذا ارتََد الََزوج أو الزوجََة إنقطعت علاقََة كََل منهمََا
منهمََا موجبََة للفراقََة بينهمََا بََالخر لن ردة أي واحد
وهذه الفراقة تعتبر فسخا

Artinya: Apabila  seorang  suami  atau  isteri  murtad,  maka  putuslah  hubungan

perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang

diantara  mereka  itu  menjadikan  putusnya  hubungan  perkawinan  mereka.  Dan

putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa jika seorang  suami murtad atau pasangan suami istri

itu sama-sama murtad, maka pernikahannya harus diputuskan dan ikatan suami

istri tidak boleh dilanjutkan, sebagaimana dalam kitab Al Iqna’ juz II halaman 158 :

لو ارتد الزوج أو ارتدا معا يمنع دوام النكاح
Artinya: Apabila  suami  murtad  atau  kedua  suami  isteri   murtad,  menghalangi
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tetapnya perkawinan.

Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah  tidak

dapat  lagi untuk dipertahankan lagi  karena  salah satu dari  suami  istri  tersebut

telah murtad dari agama Islam, dalam hal ini Tergugat telah murtad dari Agama

Islam dan pindah  ke  Agama Kristen, sehingga Penggugat  pergi  meninggalkan

Tergugat karena tidak ingin terikat pernikahan dengan Tergugat yang telah murtad,

sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah pisah selama

6 bulan tanpa komunikasi yang baik,  dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan

kewajibannya  sebagai  seorang  suami  untuk  membimbing  dan  menjadi  Imam,

dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi

tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk

mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang,  bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  untuk  merukunkan

kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat

agar bertobat dan kembali memeluk agama Islam  tapi tidak berhasil yang pada

akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri  perkawinannya dengan

mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang,  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

sudah pisah selama 6 bulan, berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara a quo,

telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.  Nomor :  724/Ag/2012

tanggal 19 April 2013 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “ Bahwa perceraian

yang  diajukan  dengan  jalan  permohonan  izin  menjatuhkan  talak  berdasarkan

alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil Pemohon (suami) telah

sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  atau  peraturan  perundang-undangan,

meskipun Termohon (istri)  telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil  dan

beragama Islam waktu menikah saja.  Apabila perceraian diajukan berdasarkan

pada  alasan  murtad  dan  murtad  tersebut  merupakan  fakta  maka  hukumnya

adalah fasakh.” .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19

angka (7) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan
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Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam huruf (h);

Menimbang,  bahwa  Pengadilan  telah  mengupayakan  damai  Penggugat,

agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak

satu  bain  shugra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap  Penggugat  PENGGUGAT)

tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Penggugat dan

Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (ba’da dukhul), maka

berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan

Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari

untuk  istibra’,  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama  Masamba  yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang,  bahwa  perkara aquo termasuk  dalam  bidang  perkawinan

sebagaimana dinyatakan  dalam penjelasan  Pasal  89  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal  dan peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Memfasakh  pernikahan  Penggugat  (PENGGUGAT)  dan  Tergugat

(TERGUGAT);  
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4. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar  biaya perkara

sejumlah Rp.530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal  1 Rajab 1443 Hijriah oleh Muh. Hasyim, Lc sebagai

Ketua Majelis, Fariq Al Faruqie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah,

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh  Wahyuddin Wahid,  SH sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota I,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuddin Wahid, SH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 360.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  
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J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Haryati, S.H
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